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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH 

MASYARAKAT TENTANG KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA 

TANJANGAWAN KECAMATAN UJUNG PANGKAH KABUPATEN GRESIK 

 

A. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Larangan Kawin Hamil di Desa 

Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik  

Pada dasarnya semua masyarakat mempunyai aturan atau kesepakatan 

tersendiri dalam menjalankan tugas di daerahnya dengan tujuan kebaikan dan 

juga untuk kemakmuran dalam suatu tempat, akan tetapi jika kesepakatan itu 

bersifat merugikan, maka hal itu perlu dikaji kembali dalam menentukan aturan 

yang akan diberlakukan.  

Dalam hal larangan kawin hamil di luar nikah di Desa tanjangawan 

Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik tentu mempunyai alasan atau 

dasar hukum yang menjadikan kesepakatan atau aturan itu diberlakukan, 

sebagaimana untuk dapat membuktikan sebuah larangan itu baik atau buruknya 

sebuah aturan yang disepakati, berkaitan dengan aturan atau kesepakatan yang 

berlaku di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik 

adalah sebuah aturan larangan kawin hamil di luar nikah yang berlaku dari tahun 

ke tahun dengan alasan dan dasar hukum yang telah dipertimbangkan 

sebelumnya untuk dijadikan sebuah aturan di dalam masyarakat, selain itu 
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bahwa larangan itu atau kesepakatan tersebut telah menimbulkan kemudharatan 

dan tidak menunjukkan kemaslahatan bagi masyarakatnya.   

Berkaitan dengan kesepakatan tokoh masyarakat dalam hal ini adalah 

larangan kawin hamil di luar nikah adalah aturan yang berlaku di Desa 

Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang mana apabila 

ada wanita yang diketahui hamil di luar nikah dilarang untuk menikah dengan 

laki-laki yang menghamilinya atau bahkan dengan laki-laki lain yang bukan 

menghamilinya, kesepakatan tersebut disepakati oleh sesepuh zaman dahulu 

yang mana mereka mempunyai alasan dasar hukum adanya larangan tersebut 

diantaranya adalah kesepakatan atau aturan tersebut berlaku secara turun 

temurun di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik, 

terbukti bahwa dalam hal hukum yang berlaku di Indonesia yakni Undang-

undang Kompilasi Hukum Islam atas bolehnya kawin hamil dalam Pasal 53 ayat 

(1) bahwa  satu tokoh masyarakat Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung pangkah 

Kabupaten Gresik tidak mengetahui undang-undangnya, mereka hanya 

memberlakukan larangan tersebut hanya untuk menjaga nama baik Desa 

Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, sebagai hukuman 

bagi pelaku yang hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung 

Pangkah Kabupaten Gresik, Sebagai antisipasi untuk warga Dssa Tanjangawan 

Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dan tidak  mengetahui pembaruan 

hukum yang berlaku.  
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Dengan dasar hukum tersebut di atas maka dari pandangan tokoh 

masyarakat Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik ini 

bertentangan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam memberikan 

hukuman atau efek jera kepada mereka maka para tokoh masyarakat dapat 

menggunakan cara lain, dengan menikahkan keduanya dengan saknsi membayar 

denda ataupun melakukan hal lain yang membuat mereka merasa jera dan juga 

sebagai antisispasi agartidak terjadi lagi perzinahan di Desa Tanjangawan 

Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.  

Selanjutnya selain itu  alasan dan dasar hukum yang dijadikan oleh tokoh 

masyarakat tersebut di atas, merupakan kesepakatan merugikan pihak dan 

bertentangan dengan aturan hukum telah berubah sesuai dengan kondisi dan 

keadaan saat ini, oleh karena itu pandangan tokoh masayarakat yang telah 

melarang kawin hamil di luar nikah seharusnya tidak diberlakukan dengan tujuan 

kemakmuran tetapi untuk kejelasan anak yang akan dilahirkannya agar 

mempunyai kejelasan nasab dan status anak, karena sesungguhnya seorang yang 

berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.  

Adanya kepercayaan masyarakat terhadap kesepakatan tersebut  

menunjukkan bahwa kesepakatan atau aturan itu merupakan aturan  yang telah 

terjadi pada lingkungan kehidupan masyarakat setempat yang pada akhirnya 

digunakan sebagai suatu hukum dan kepercayaan yang harus ditaati. Namun 

kesepkatan tersebut tidak dapat digunakan sebagai aturan, apabila aturan 
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tersebut belum memenuhi beberapa kriteria. Karena kesepakatan yang telah 

diterapkan tersebut tidak dapat diberlakukan sebagimana beriku:  

1. Kebiasaan atau tradisi tersebut bertentangan dengan Al-qur’an, hadist. 

2. Kebiasaan tersebut menghilangkan kemaslahatan atau menghilangkan 

kemanfaatan. 

3. Kebiasaan tersebut berlaku umum dikaum muslim dan bukan satu tempat 

atau daerah saja. 

Dari kriteria di atas maka pandangan tokoh masyarakat seharusnya tidak 

serta-merta hanya untuk kepentingan nama baik desa saja, akan tetapi aturan 

tersebut disepakati dengan pertimbangan yang maslahat dan tidak merugikan 

atau menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu jika aturan tersebut tetap 

diberlakukan maka kejelasan status anak akan sulit ditemukan.  

Selanjutnya keharusan mengetahui hukum Islam dalam hal ini 

perundang-undang seperti Kompilasi Hukum Islam kepada tokoh masyarakat 

untuk lebih mengetahui, memperluas wawasan terutama dalam hal kebolehan 

wanita hamil nikah dengan laki-laki yang menghamili sesai dalam Pasal 53 

Kompilasi Hukum islam.  
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang 

Larangan Kawin Hamil di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah 

Kabupaten Gresik 

Dalam hukum Islam perkawinan dikenal dengan ikatan mitsaqon 

gha>lidhan yang berarti ikatan yang kuat, ikatan yang suci yang menyatukan 

antara laki-laki dan perempuan dan yang melaksanakannya bernilai ibadah dan 

sebagai penyempurna agama. 

Allah SWT telah memberi ketentuan kepada manusia dalam memilih 

pasangan hidupnya serta memberi aturan memulai suatu hubungan keluarga 

dengan sebuah pernikahan demi menjaga kehormatan manusia. Karena 

perkawinan merupakan anjuran agama yang bertujuan untuk mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu Allah juga menjelaskan wanita-wanita 

yang mana yang boleh dinikahi dan wanita-wanita yang haram dinikahi, 

sebagaimana dalam firman Allah Surah An-nisa’ ayat 22-23  

                            

                            

                          

                        

                          
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                            

       

‚dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 

ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya 

perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang 

ditempuh).diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 

yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; 

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang 

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu 

(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri 

yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan 

isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu 

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu 

(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan 

yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud 

ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud 

dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan 

seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang 

dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, 

menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam 

pemeliharaannya.‛ 

 

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak 

terlepas dari pengaruh dan lingkungan dimana masyarakat itu berada dan 

pergaulan masyarakatnya. Semuanya itu dipengaruhi oleh pengetahuan, 

pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat.  

Islam mengakui adanya hukum adat, akan tetapi Islam tidak 

mengharuskan adanya hukum adat karena hukum adat adalah hasil karya, cipta 

dan rasa manusia tanpa didasari hukum yang qath’i. Akan tetapi berdasarkan 
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kenyataan yang terjadi di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah 

Kabupaten Gresik larangan adat (tradisi) digunakan sebagai dasar hukum untuk 

tidak melangsungkan perkawinan karena hamil di luar nikah. 

Larangan kawin hamil di luar nikah ini merupakan sebuah larangan yang 

dikarenakan si perempuan hamil duluan (Married by accident) baik yang 

mengawini ialah yang menghamili maupun orang lain, hal itu di larang di Desa 

Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Karena aturan ini 

merupakan hukuman yang diberlakukan dari sesepuh jaman dahulu hingga 

sekarang. Masyarakat tidak berani melanggar maupun mencoba untuk diam-diam 

menikah. Jika ini dilanggar maka pihak yang bersangkutan akan diusir atau 

dikekanan sanksi lain yang lebih berat.  

Sebagaimana dalil yang tersebut di atas bahwa wanita yang haram 

dinikahi ialah wanita yang mempunyai hubungan kemahraman dan juga 

mempunyai hubungan keperdataan (perkawinan) maka selain yang demikian itu 

adalah wanita tersebut halal untuk dinikahi sebagaimana wanita yang hamil di 

luar nikah, baik yang terjadi di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah 

kabupaten Gresik maupun di tempat atau daerah lain.   

Dalam hal hukum kebolehan kawin wanita yang hamil di luar nikah ini 

adalah sah atas ijab qabul yang ikrarkan oleh laki-laki yang menghamili, hal ini 

berdasarkan firman Allah atas bolehnya kawin hamil di luar nikah, sebagaimana 

yang terjadi pada masa Rasulullah yang mana beliau tidak memberikan jawaban 
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kepada sahabatnya yang taatdalam beribahdah untuk kawin dengan pezina 

hingga turun ayat ini yang menjelaskan bahwa tidak bolehnya orang yang taat 

beragama kawin dengan wanita pezina sebagaimana kasus sahabat Murtsid Ibn 

Abu Murtsid. Berikut dasar hukum Islam yang membolehkan kawin hamil di 

luar nikah :  

Pertama, bahwa kebolehan kawin dalam keadaan hamil ialah tersebut 

dalam Surah An-Nu>r ayat 3 yaitu: 

                             

           

laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang 

berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak 

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan 

yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.  

Dalam tafsir surah an-nu>r ayat 3 di atas menjelaskan bahwa untuk laki-

laki yang zina (kotor) tidak pantas mengawini selain dengan wanita yang zina 

(kotor) dan terbiasa berzina karena hal ini menjadikan sesuai antara laki-laki 

yang berzina sama dengan wanita yang berzina pula. Kemudian dalam surah An-

Nu>r ayat 32:  

                       

                  

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah 
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akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. 
 

Dari ayat di atas bahwa pezina (wanita yang hamil di luar nikah) adalah 

termasuk dalam kelompok yang belum menikah, maka tidak ada keharaman 

menikahinya meskipun dalam keadaan hamil. Karena wanita tersebut tidak 

terikat perkawinan dengan orang lain.  

Kedua, menurut para fuqoha Imam Syafii dan Hanafi bahwasanya beliau 

berpendapat mengenai kawin hamil di luar nikah adalah boleh atau sah, baik 

yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya maupun orang lain yang 

ingin menikahiya, hanya saja jika yang menikahi yang bukan menghamilnya 

maka haram baginya untuk menyetubuhi wanita tersebut ini adalah pendapat 

Imam Hanafi. Sebagaimana bunyi hadist:  

عَانِِّ  عْتُ رَسُولَ اللِ  تْ ابِ ثَ  نِ بْ  عِ فِ يْ وَ رُ  نْ عَ عَنْ اَبِ مَرْزُوقٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّن ْ  الْْنَْصَاريِِّ قاَلَ سََِ
لُّ لِْمْرءٍِ يُ ؤْمِنُ باِ الِل وَلْيَ وْمِ الَْْخِرِ أَنْ يَسْقِي ماءََهُ زَرعَْ غَيْْهِِ.  صلى الل عليو وسلم قال لَْيََِ

 أخرجو أبوداود والترمذي وصححو ابن حبان وحسنو البزار.
Dari Abi Marzuqi dari Hanasy Al-Shan’ani dari Ruwaifi’ ibn Tsabit Al-
Anshori berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: tidak 
dihalalkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir , maka 
janganlah menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain. (HR Abu 

Daud dan Al-tirmidzi) 

 

Ketiga, sebagaimana hukum bolehnya kawin hamil di luar nikah, maka 

kebolehan itu juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 53 

ayat (1) yaitu Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria 

yang menghamilinya. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 
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(2) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) 

Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil tidak diperlukan 

ulang setelah anak yang dikandung lahir. 

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa kebolehan kawin dalam kedaan 

hamil adalah jelas dan sesuai dengan aturan hukum Islam. Oleh karena itu dalam 

pandangan tokoh masyarakat bahwa larangan kawin hamil adalah larangan atau 

kesepakatan yang bertentangan dengan hukum Islam, bak dalam Al-qur’an dan 

Hadist, bertentangan dengan pendapat para fuqoha dan juga bertentangan dengan 

Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dalam hadist  

ثَ نَ  ثَ نَا أبَوُ عَامِرٍ العَقَدِيُّ قاَلَ: حَدَّ لُ قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا الَحسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الَخلََّّ ا كَثِيُْ بْنُ عَبْدِ حَدَّ
هِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّ  زَنُِّ، عَنْ أبَيِوِ، عَنْ جَدِّ

ُ
مَ اللَّوِ بْنِ عَمْروِ بْنِ عَوْفٍ الد

سْلِمِيَْ، إِلَّْ صُلْحًا حَرَّمَ حَلََّلًْ، أوَْ أَحَلَّ حَراَمًا،»قاَلَ: 
ُ

لْحُ جَائزٌِ بَ يَْْ الد سْلِمُونَ  الصُّ
ُ

وَالد
 « عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّْ شَرْطاً حَرَّمَ حَلََّلًْ، أوَْ أَحَلَّ حَراَمًا

Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khallal, telah 

menceritakan kepada kami Abu Amir Al-‘Aqadi, telah menceritakan 

kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin ‘Auf Al Muzani dari 

ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw bersabda: perdamaian 

diperbolehkan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum 

muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan 

yang halal atau mengahalalkan yang haram.  

Bahwasanya setiap muslim hendaknya melakukan perdamaian dan tidak 

saling merugikan satu sama lain, tidak hanya berkepentingan sendiri guna untuk 

kepentingan bersama dan kemaslahatan yang paling diutamakan.  
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Dalam setiap masyarakat tentunya mempunyai cara atau aturannya 

masing-masing begitupun di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah 

Kabupaten Gresik. Maka dalam hal ini kawin hamil yang berlaku di Desa 

Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik ini bukanlah haram 

atau dilarang karena jika perkawinan telah sesuai dengan syarat dan rukun serta 

dilakukan oleh orang yang secara hukum Islam tidak memiliki halangan untuk 

melaksanakan perkawinan maka hukumnya wajib.  

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perkawinan dalam kondisi hamil 

secara umum adalah sah menurut hukum Islam, maka akibat hukum anak yang 

dilahirkan dari perkawinan seperti itu secara hukum islam dapat diakui sebagai 

anak yang sah karena anak tersebut lahir dalam perkawinan sesuai pada Pasal 99 

Kompilasi Hukum Islam, hanya saja pasal tersebut tidak menjelaskan pada usia 

kehamilan keberapa perkawinan tersebut dilaksanakan. Sesuai dalam Surah An-

Najm ayat 38-39: 

                             

Artinya:  (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul 

dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 

selain apa yang telah diusahakannya, 

 

Karena pada hakikatnya anak luar kawin menurut Islam adalah anak suci dan 

bersih dari segala dosa.  


